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BUPATI SUMEDANG
   PROVINSI JAWA BARAT 
 
   PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

 NOMOR ... TAHUN 2026
 
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI 

BUPATI SUMEDANG,

	Menimbang
	: 
	a. bahwa pengaturan mengenai kebijakan fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Sumedang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji;
b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Ibadah Haji dan Umrah, Pasal l27C pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pelaksanaan tugas pemerintahan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Haji sampai dengan dibentuknya Kementerian berdasarkan Undang-Undang ini, Pasal 130C tugas, fungsi, dan kewenangan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama beralih menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan kementerian, serta Peraturan Presiden Nomor  92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah, untuk menyesuaikan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji di daerah maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji:






	Mengingat
	:

	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah di Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8  Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umroh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 143);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang  Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 456);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
                                                 



Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:
      
	Menetapkan



	:



	PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAN IBADAH HAJI.
 


	
	
	
Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
(2) Keanggotaan PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten, Kementrian Haji dan Umroh, Instasi Vertikal dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan umroh.

2. Ketentuan Pasal 7  diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7
Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumedang bertanggunng jawab atas pelaksanaan penyelenggaan Ibadah Haji Daerah Kabupaten Sumedang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Ayat (1) Pasal 9  diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9
(1) Biaya Transportasi Jemaah Haji Daerah Kabupaten dibebankan pada APBD Kabupaten Sumedang melalui Hibah Daerah ke Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupeten Sumedang atau belanja kegiatan pada unit kerja yang membidangi keagamaan.


Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.




	
Ditetapkan di Sumedang 
Pada tanggal      Januari 2025


BUPATI SUMEDANG, 


	ttd


	DONY AHMAD MUNIR
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